BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dana Alokasi Umum (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) secara
simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung di kota Kupang.
Dana Alokasi Umum (X1) secara parsial berpengaruh positif terhadap
Belanja Langsung di kota Kupang.

Pendapatan Asli Daerah (X2) secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Belanja Langsung di Kota Kupang.

Koefisien Determinasi (R?) :

a. Koefisien Determinasi (R?) untuk Pengaruh DAU terhadap Belanja
Langsung sebesar 0.618931 artinya sebesar 61,89% variabel terikat
Belanja Langsung mampu dijelaskan oleh variabel bebas Dana
Alokasi Umum (X1) sisanya dijelaskan oleh hal-hal lain yang tidak
dimasukkan ke dalam penelitian ini.

b. Koefisien Determinasi (R?) untuk Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (X2) sebesar 0.852012 artinya sebesar 85,20% variabel
terikat Belanja Langsung mampu dijelaskan oleh variabel bebas
PAD (X2) sisanya dijelaskan oleh hal-hal lain yang tidak

dimasukkan ke dalam penelitian ini.
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6.2 Saran
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Dari hasil penelitian ini diberikan saran sebagai berikut :

1.

Mengingat PAD sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal di kota
kupang, maka peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam perolehan
sumber-sumber PAD harus lebih diperhatikan. Demikian juga
pemerintah daerah mengupayakan agar bisa menarik Dana Alokasi
Umum semaksimal mungkin dalam penayalurannya untuk
kepentingan masyarakat.

Peneliti berharap, untuk penelitian selanjutnya harus mampu
memberikan dan mengembangkan penelitian dan mengembangkan
variabel-variabel bebas terkait dengan Dana Alokasi Umum dan

Pendapatan Asli Daerah yangberpengaruh terhadap Belanja Langsung.
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